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Abstract: The reseach results obtained are the causes of divorce in Rokan Hilir 
distric increased due to the occurrence of relationships, as the theory used is the 
lack of attention to the spouse, differences in education knowledge, and lack of 
mutual, know the husband and wife both financial and their respective strengths, 
so they always demand and lackself-evalution of each other. Domestic violence in  
Rokan Hilir regency is physical, physical, sexual and economic violence. Like the 
case that was scrutinized in the abused and beaten as for the other cases in spit on 
the husband because they have the same hard nature and the absence of 
succumbing to each other. Physical and emotionalviolence among them is the 
traumatic experienced by victims due to other acts of violence. Violence in Rokan 
Hilir is the main cause of divorce in Rokan Hilir. Handling of divorce on the 
grounds of domestic violence uses UU No. 23 0f 2004 in both the religius courts 
and both criminal and procedural law. The implementation of the handling of 
divorce in the downstream Rocan district community teaches the community that 
that the nature of marriage is the opposite of the purpose of perfectingpart of 
religion in the way of Allah and seeking its blessing, as well as learning the 
procedures in the religious court. 

Kata Kunci: Penanganan, Cerai Gugat, Masyarakat Muslim, UU NO 23 Tahun 

2004 

 

 

 

Pendahuluan 

Kekerasan dapat terjadi di dalam lingkup anggota rumah tangga 

secara keseluruhan, bukan hanya kekerasan suami terhadap isteri. Namun 

dari data yang diperoleh baik hasil penelitian maupun laporan kasus dari 

berbagai lembaga yang peduli terhadap perempuan, menunjukkan bahwa 

mayoritas kasus dalam rumah tangga adalah kekerasan suami terhadap isteri. 

Kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga akan berpengaruh 

pada anak karena sifat anak yang suka meniru segala sesuatu yang dilakukan 

orang terdekatnya, dalam hal ini ayah dan ibunya. Anak akan menganggap 

wajar kekerasan yang dilakukan ayahnya, sehingga anak laki-laki yang 
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tumbuh dalam lingkungan seperti itu cenderung akan meniru pola yang 

sama ketika ia bersiteri kelak. Setiap keluarga memiliki cara untuk 

menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan 

secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan 

pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian 

dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah 

kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila 

masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, 

mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama 

menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. 

Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan 

semakin sering terjadi dalam keluarga. 

Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, 

hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan 

makian maupun ekspresi wajah menyeramkan. Terkadang muncul perilaku 

seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. 

Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah 

tangga (KDRT) yang diartikan  setiap perbuatan terhadap seseorang terutama 

perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara 

fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Akhir-

akhir ini banyak sekali pasangan suami istri yang bercerai karena kasus 

KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Memang benar apa kata pepatah 

„tak ada yang abadi di dunia ini. Termasuk dalam keluarga pastinya tidak 

selalu harmonis dan berjalan mulus-mulus saja tentunya pasti ada konflik 

didalamnya entah itu konflik kecil ataupun konflik besar. Konflik antara 

suami dengan istri, konflik antara orang tua dan anak tak dapat dihindari 

dalam kehidupan keluarga.Walaupun seperti itu setiap keluarga mempunyai 

cara-cara sendiri menyelesaikan konflik seperti ini. Tentu hal bagus jika cara 

penyelesaiannya dengan cara yang bijaksana dan penuh kekeluargaan 

dengan bersama-sama mencari solusi dari konflik yang dialami. Berbeda 

kalau cara penyelesaiannya dengan cara kekerasan sebagai pelampiasan 

kemarahan ada yang dengan memukul, menampar, teriakan, makian dan 

sebagainya. Yang sebagian besar wanitalah sebagai korban kekerasan 

(KDRT).  

Sejarah Lahirnya UU No.23 Tahun 2004  

KDRT adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami-isteri atau 

kekerasan oleh orang tua terhadap anak. KDRT adalah suatu bentuk 

pelanggaran hak-hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan, 
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juga merupakan tindakan diskriminasi. Data dari hasil Survei Kekerasan 

terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2006 oleh BPS dan Kementerian 

Negara Pemberdayaan Perempuan, khususnya mengenai Tindak Kekerasan 

terhadap Perempuan menurut Pelaku menunjukkan bahwa: sebanyak 51,1% 

(pelaku: suami); 11,7% (pelaku: orang tua/mertua, anak/cucu, dan famili); 

19,6% (pelaku:tetangga); 2,5% (pelaku: atasan/majikan); 2,9 (pelaku: rekan 

kerja); 0,2% (pelaku: guru);dan 8,0% (pelaku: lainnya). Dari gambaran data 

tersebut sangat jelas bahwa bentu kekerasan dalam rumahtangga sangat 

mendominasi, yakni, dengan pelaku adalah suami (tertinggi), kemudian 

pelaku kekerasan adalah orang tua/mertua, anak/cucu dan famili, dan 

menyusul pelaku adalah atasan/majikan, hal ini tentu saja cukup 

memprihatinkan. Pada awalnya, terutama sebelum diterbitkannya undang-

undang bahwa seseorang korban KDRT sangat kesulitan mencari keadilan 

atau mendapatkan perlindungan ataskejadian yang menimpa dirinya. Karena 

bukan saja pada saat itu belum ada payung hukumnya, namun di sisi lain 

juga adanya pandangan masyarakat bahwa mengungkap hal yang terjadi 

dalam rumah tangga adalah suatu hal yang tabu, aib, dan sangat privat, yang 

tidak perlu intervensi dari pihak luar, termasuk jika masalah rumah tangga 

itu sebetulnya sudah merupakan bentuk kekerasan. Hal ini sangat diyakini 

oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga hampir tidak pernah ada 

kejadian/ kasus KDRT dilaporkan kepada pihak yang berwajib bahkan 

mungkin diutarakan kepada pihak kerabat terdekat pun hampir tidak 

terlakukan, karena kuatnya keyakinan sebagai suatu aib atautabu dan 

akhirnya KDRT menjadi hal yang sangat tertutup atau ditutup-tutupi. 

Korban pun hanya diam seribu bahasa menikmati kesedihan dan 

kesendiriannya dalam memendam perasaan sakit, baik secara fisik maupun 

psikis atau perasaan-perasaan lain yang padadasarnya suatu hal yang sangat 

tidak adil terhadap hak-hak asasi dirinya dan sangatmembutuhkan bukan 

saja perlindungan sosial tetapi juga perlindungan hukum. Dalam hal ada 

suatu pelaporan atau pengaduan atas KDRT, hal ini praktis mengalami 

kebuntuan dalam penanganan proses hukumnya, karena belum ada 

payunghukum. Sementara hukum yang ada (KUHP) hanya mengenal istilah 

penganiayaan (kekerasan fisik), sehingga seringkali mengalami kesulitan 

terutama untuk pembuktian atas kekerasan non fisik, dalam hal ini kekerasan 

psikis atau bentuk lain. Demikian halnya bahwa belum tersedianya 

mekanisme untuk untuk penanganan korban, karena memang tidak/belum 

tersedia, sehingga korban KDRT seringkali tidak mendapatkan perlindungan 

yang memadai. Hal ini sungguh merupakan bencana bagi siapa pun yang 

mengalami sebagai korban KDRT, terlebih jika korban adalah perempuan 

atau anak. Permasalahan bukan saja terletak pada langkanya aturan hukum, 
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namun pandangan masyarakat bahwa KDRT adalah suatu aib atau hal yang 

sangat pribadi juga melingkupi cara pandang para penegak hukum, yang 

perspekifnya praktis yakni sangat patrarkhis. Kepekaan terhadap 

permasalahan KDRT termasuk kepekaan gender terhadapdiri korban masih 

belum dihayati secara proporsional. Sehingga, harapan besar korban menjadi 

pupus dan harus menanggung kekecewaan yang cukup berat manakala 

kasusyang dilaporkannya tidak mendapatkan kepastian hukum dalam 

prosesnya, hanya karenaaparat penegak hukum meyakini bahwa persoalan 

KDRT adalah bukan permasalahan publik melainkan sebagai permasalahan 

internal keluarga. 

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas 

Perempuan) mengupayakan pemenuhan hak perempuan dan anak korban 

kekerasan, dengan membuatKebijakan tentang Layanan Terpadu bagi 

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.Lahirnya Surat Kesepakatan 

Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri 

Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, dan Kepala Kepolisian RI, Oktober 

2002tentang Kerjasama dalam Layanan Terpadu Perempuan dan Anak 

Korban Kekerasan, yang disikapi dengan Pembentukan Pusat Penanganan 

Terpadu di Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara di seluruh Indonesia adalah 

terobosan awal kebijakan. Berlanjut dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)yang 

didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan 

terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap 

menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dua tahun kemudian 

diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan 

dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada 

saat yang sama, telah lahir berbagai produk kebijakan di daerah yang 

mendorong pemberian layanan bagi perempuan korban kekerasan secara 

terpadu dan berkelanjutan. 

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Kekerasan Dalam Bahasa Inggris, yang lebih lazim dipakai oleh orang 

Indonesia disebut “Violence”. Istilah violence berasal dari dua kata bahasa 

latin: vis yang berarti daya atau kekuatan dan latus (bentuk perfektum dari 

kata kerja ferre yang berarti (telah) membawa. Maka, secara harfiah violence 

berarti membawa kekuatan, daya dan paksaan. Kekerasan menurut Johan 

Galtung (seorang sosiolog Norwegia (1930), Windhu, 92: 11) menyebutkan 

bahwa kekerasan adalah suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan 

realitas aktual seseorang ada di bawah realitas potensialnya. Artinya ada 

sebuah situasi dimana menyebabkan segi kemampuannya atau potensi 

individu tersebut menjadi tidak muncul. Dengan demikian, kekerasan pada 
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dasarnya adalah semua bentuk perilaku baik verbal maupun non verbal yang 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain, 

sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis 

terhadap orang yang menjadi sasarannya. 

Menurut pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan adalah mempergunakan 

tenaga dan kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya 

memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menepak, 

menendang dan sebagainya. Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU 

No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama 

perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara 

fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 

Teori Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

  Zastrow & Browker (dalam Wahab, 2010) mengatakan bahwa terdapat 

3 teori yang mampu menjelaskan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, 

yaitu teori biologis, teori kontrol, dan teori frustasi-agresi. 

1. Teori Biologis 

Teori biologis mamandang manusia sebagai makhluk yang sejak lahir 

memiliki insting agresif. Pendiri psikodinamika, Sigmund Freud, menjelaskan 

bahwa manusia mempunyai insting kematian yang dimanifestasikan dengan 

melukai dan membunuh diri sendiri atau orang lain. Menurut Konrad 

Lorenz, kekerasan sangat bermanfaat untuk dapat bertahan hidup. Tindakan 

ini membantu seseorang untuk memperoleh dominasi dalam kelompok. 

Beberapa ahli biologi, berpendapat bahwa pria memiliki lebih hormon yang 

menyebabkan berperilaku agresif daripada wanita. Teori ini seperti 

memberikan penjelasan mengapa KDRT lebih banyak dilakukan oleh pria. 

2. Teori Kontrol 

Teori kontrol menerangkan bahwa orang yang tidak terpuaskan dalam 

berelasi dengan orang lain akan mudah untuk melakukan kekerasan. Dengan 

kata lain, orang yang memiliki relasi yang baik dengan orang lain cenderung 

lebih mampu mengontrol dan mengendalikan perilakunya yang agresif. 

Travis Hirschi melalui temuannya mendukung teori ini. Disebutkan bahwa 

remaja laki-laki yang berperilaku agresif cenderung tidak mempunyai relasi 

yang baik dengan orang lain. Hal sama juga terjadi pada mantan narapidana 

di Amerika yang ternyata juga terasingkan dengan teman dan keluarganya. 

3. Teori Frustasi-Agresi 

Teori frustasi agresi memandang kekerasan merupakan cara seseorang 

mengurangi ketegangan yang diakibatkan oleh situasi yang membuat 

frustasi. Orang yang frustasi akan melakukan agresi (kekerasan) kepada 
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sumber frustasi atau kepada orang lain yang bisa menjadi pelampiasan. 

Misalnya, seorang suami yang kekurangan penghasilan dan memiliki harga 

diri rendah, memanifestasikan rasa frustasinya kepada istri dan anak-

anaknya.  

Pengertian Perceraian Menurut Para Ahli   

Menurut Hurlock, Perceraian merupakan kalminasi dari penyelesaian 

perkawinan yang buruk, dan yang terjadi bila antara suami-istri sudah tidak 

mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan 

kedua belah pihak, perlu disadari bahwa banyak perkawinan yang tidak 

membuahkan kebahagiaan tetapi tidak diakhiri dengan perceraian. Hal ini 

karena perkawinan tersebut dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan 

agama, moral, kondisi ekonomi, dan alasan lainnya. Perpisahan atau 

pembatalan perkawinan dapat dilakukan secara hukum maupun dengan 

diam-diam dan kadang ada juga kasus dimana salah satu pasangan 

(istri/suami) meninggalkan keluarga (minggat). Perceraian menurut Undang-

Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1994 (pasal 16), terjadi apabila antara 

suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup 

rukun dalam suatu rumah tangga. Perceraian terjadi terhitung pada saat 

perceraian itu dinyatakan didepan sidang pengadilan (pasal 18). Gugatan 

perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya pada 

pengadilan dengan alasan–alasan yang dapat diterima oleh pengasilan yang 

bersangkutan. 

Undang Undang Perkawinan, 1974 Bab VIII, pasal 39 ayat 2 berbunyi : 

“ untuk melakukan perceraian  harus ada cukup alasan antara suami istri 

untuk tidak akan hidup rukun sebagai suami istri” 

Menurut Undang Undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974, perceraian 

adalah keadaan terputusnya suatu ikatan perkawinan. Ada dua macam 

perceraian sesuai dengan Undang Undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974 

pasal 39 – 41, yaitu : 

a. Cerai gugat  

Cerai gugat adalah terputusnya ikatan suami istri dimana dalam hal 

ini sang istri yang melayangkan gugatan cerai kepada sang suami. 

b. Cerai talak 

Cerai talak adalah putusnya ikatan suami istri yang mana dalam hal  

ini sang suami memberikan talak kepada sang istri. Emery mendefinisikan 

perceraian sebagai peristiwa berpisahnya pasgan suami istri atau berakhirnya 

suatu ikatan perkawinan karena tercapainya kat sepakat mengenai masalah 

hidup bersama. Emery mengemukakan bahwa perpisahan suami istri 

seringkali terjadi karena tidak bisa menyelesaikan konflik intern yang 
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fundamental. Kinflik yang timbul sejalan dengan umur kebersamaan suami 

istri, baik masalah yang datang dari dalam atau masalah dari luar keluarga. 

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah 

putusnya hubungan perkawinan karena kehendak kedua belah pihak, baik 

itu perceraian berdasarkan secara hukum maupun perceraian dengan diam-

diam. Sehingga mengakibatkan status suami atau istri berakhir. Perceraian ini 

diakibatkan karena kegagalan dalam mencapai tujuan perkawinan yang 

bahagia, kekal, dan sejahtera. 

Penanganan Perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga 

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan 

terhadap istri dalam  rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam : 

a. Kekerasan fisik 

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh 

sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini 

antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut 

(menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai 

dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti 

bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya. 

b. Kekerasan  psikologis / emosional 

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang 

mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya 

kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan 

psikis berat pada seseorang. 

Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah 

penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga 

diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau ,menakut-nakuti 

sebagai sarana memaksakan kehendak. 

c. Kekerasan  seksual 

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari 

kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa 

selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. 

Kekerasan  seksual berat, berupa: 

a) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh 

organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain 

yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa 

dikendalikan. 

b) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat 

korban tidak menghendaki. 
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c) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan 

dan atau menyakitkan. 

d) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan 

pelacuran dan atau tujuan tertentu. 

e) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi 

ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi. 

f) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan 

alat yang menimbulkan sakit, luka,atau cedera. 

Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal 

seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau 

secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan 

lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban 

bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi 

kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual 

berat. 

d. Kekerasan  ekonomi 

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah 

tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau 

pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah 

tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri. 

Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan 

pengendalian lewat sarana ekonomi berupa: 

1) Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran. 

2) Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya. 

3) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, 

merampas dan atau memanipulasi harta benda korban. 

Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja 

yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau 

tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. 

Dalam hidup ini, tidak jarang dialami yang sama sekali tidak 

diinginkan. Ada pepatah “untung tak dapat diraih, malang tak dapat 

ditolak”, yang artinya kehidupan didepan kita adalah rahasia Allah, untung 

maupun malang sering datang tiba-tiba tanpa disangka. Menghadapi 

masalah KDRT, maka ada pepatah yang penting kita hayati “Sebelum ajal 

berpantang mati”. Maksudnya,  kehidupan dan kematian ditentukan oleh 

Tuhan, maka jangan terlalu takut menghadapi masalah karena orang tidak 

akan mati sebelum tiba ajalnya. Jika KDRT terjadi, maka hadapi dan tangani: 

a) Isteri dan suami lakukan dialog. Keduanya harus cari solusi atas 

masalah yang dihadapi untuk memecahkan masalah yang menjadi 
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penyebab terjadinya KDRT.  Jika anak-anak sudah mulai besar, ajak 

mereka supaya berbicara kepada bapak, kalau KDRT dilakukan bapak 

(suami). 

b) Selesaikan masalah KDRT dengan kepala dingin. Cari waktu yang tepat 

untuk sampaikan bahwa KDRT bertentangan hukum negara, hukum 

agama, budaya dan adat-istiadat  masyarakat. 

c) Laporkan kepada keluarga yang dianggap berpengaruh yang  bisa 

memberi jalan keluar terhadap  penyelesaian masalah KDRT supaya 

tidak terus terulang. 

d) Kalau sudah parah KDRT seperti korban sudah luka-luka, maka 

dilakukan visum. 

e) Laporkan kepada yang berwajib telah terjadi KDRT.  Melapor ke 

Pengadilan Agama setempat merupakan  tindakan paling  terakhir 

karena bisa berujung kepada perceraian. 

Pandangan Hukum Islam Terhadap Kekerasan dalam Rumah 

Tangga  

Hukum Islam dalam menyikapi masalah KDRT ini lebih 

menitikberatkan kajiannya dalam masalah nusyuz diantara suami istri dan 

masalah tarikussholah anak yang berumur 10 tahun setelah diajari sholat oleh 

walinya sejak ia berumur tujuh tahun. Adapun tindakan keras dari suami 

terhadap pembantu misalnya karena tindakan sembrono dari pembantu 

tersebut belum didapatkan referensi untuk dianalisa secara hukum Islam 

selama ia bukan merupakan pelanggaran kriminal yang dalam 

penanganannya dipasrahkan kepada pihak berwenang. 

Berkaitan dengan nusyuz, al-Qur‟an al-Nisa‟ ayat 34 menyatakan : 

جَال    ُنَ عَهَ  ٱنرِّ م  َّٰ ُ مَ  ٱنىِّسَاءٓ  ى لَ ٍ مۡۚۡ  ٱللّ   ب مَا فضَ  ن  ََُّٰ هۡ أمَۡ اْ م  ب مَآ أوَفمَُ  ََ بعَۡضٍَ مۡ عَهىََّٰ بعَۡضٖ 

ت  فَ  ه حََّٰ تٞ نِّهۡغَيۡب  ب مَا حَف ظَ  ٱنص َّٰ ف ظََّٰ تٌ حََّٰ ى تََّٰ ت يََ  ٱللّ  ۚۡ لََّٰ
ََ  ٱن َّٰ ٌ ه   ظُ  نَ و ش ُزٌَ ه  فعَ  ج  تخََافُ  ٌۡ ٌَ ه  ٱ ر 

ع  ف ي  ٌ ه   ََ  ٱنۡمَضَاج  ۗ إ ن   ٱضۡر بُ  ٍ ه  سَب يلَا ُاْ عَهيَۡ مۡ فلَََ تبَۡغ  َ فإَ نۡ أطَعَۡىكَ  ا  ٱللّ  ا كَب يرّٗ   ٤٣كَانَ عَه ي ّٗ
Artinya : 

Laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah 
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan 
karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu 
Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika 
suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang 
kamu khawatirkan nusyuz, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di 
tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka 
janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah 
Maha Tinggi lagi Maha besar. 

Terkait dengan ayat tersebut, Tafsir Jalalain menerangkan bahwa para 

laki-laki adalah pemimpin yaitu yang menguasai para perempuan, 

memberikan pelajaran dan melindunginya, karena apa yang telah dilebihkan 
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oleh Allah swt. kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain, seperti 

kelebihan dalam hal ilmu, akal dan perwalian, dan sebagainya, dan harta 

yang mereka nafkahkan. Selanjutnya, dijelaskan bahwa perempuan-

perempuan yang shalih adalah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan 

kehormatannya ketika suaminya tidak ada, karena Allah swt. telah 

menjaganya dengan cara mewasiatkannya kepada suaminya. Adapun bagi 

perempuan-perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat nusyuz yaitu 

maksiat kepada suaminya dengan membangkang perintah-perintahnya, 

maka nasehatilah mereka agar mereka takut kepada Allah swt., dan pisahlah 

tempat tidur yakni pindahlah ke tempat tidur yang lain jika mereka masih 

berbuat nusyuz, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai 

jika dengan pisah tidur mereka belum kembali berbuat baik. Jika mereka 

telah kembali melakukan apa yang suami perintahkan, maka janganlah 

mencari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya. Melengkapi 

penjelasan di atas, al-Jurjawi menegaskan hal-hal sebagai berikut; kewajiban 

untuk memberikan pelajaran kepada istri adalah apabila ia mulai tidak taat 

dan menunjukkan gelaja nusyuz kepada suami. Maka si suami wajib 

memberikan pelajaran, akan tetapi pemberian pelajaran tersebut 

dilaksanakan dengan urut-urutan, pertama suami wajib memberikan 

peringatan kepada si istri dengan lembut dan halus seperti mengingatkannya 

untuk takut kepada Allah swt., apabila si istri sudah taat kembali, maka 

cukup hanya sampai di situ. Apabila masih tetap membangkang, maka 

tinggalkan si istri itu sendirian, dengan meninggalkannya di tempat tidur, 

tidak mengumpulinya, lebih-lebih ketika syahwatnya memuncak. Apabila dia 

sudah taat, maka cukup sampai di situ dan kumpulilah istri tersebut seperti 

sediakala. Namun apabila tetap, maka si istri tersebut boleh „dipukul‟ dengan 

catatan tidak terlalu keras dan tidak membuat cedera. Lebih lanjut beliau 

menjelaskan apabila dengan dipukul si istri tersebut masih membangkang 

juga, maka hal tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal 

ini ke pengadilan agama untuk menunjuk hakam atau juru damai diantara 

kedua belah pihak suami istri tersebut untuk merukunkan keduanya. 

Sebagaimana dijelaskan dalam ayat syiqaq. Firman Allah swt. surat al-Nisa‟ 

ayat 35 sebagai berikut: 

إ نۡ  ٍ مَا فَ  ََ ماَقَ بيَۡى  فۡت مۡ ش  اْ خ  ا مِّ  ٱبۡعَثُ  ً  حَكَمّٗ ه  ٌۡ فِّك   ۦهۡ أَ َُ ا ي  حّٗ
آَ إ ن ي ر يذَآ إ صۡهََّٰ هٍ  ٌۡ هۡ أَ ا مِّ حَكَمّٗ  ٱللّ   ََ

 إ ن  
َ بيَۡىٍَ مَآۗ ا  ٱللّ  ا خَب يرّٗ   ٤٣كَانَ عَه يما

Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka 
kirimlah seorang hakam[juru pendamai] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam 
dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan 
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya 
Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. 
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Menurut al-Jurjawi, demikian hukum Allah swt. yang telah digariskan 

dalam masalah nusyus ini. Dengan memahami analisa kedua ulama‟ di atas, 

dapat dipahami bahwa pemukulan suami terhadap istri yang nusyuz adalah 

lebih berupa kewajiban suami untuk mendidik istrinya agar selalu taat 

kepada Allah swt, bukan merupakan tindakan kekerasan yang harus 

dihapuskan. Karena dengan demikian sunnatullah dalam kehidupan 

berumahtangga sebagai suami istri yang diibaratkan bahtera dimana suami 

sebagai nakhkodanya dan si istri sebagai na’ib-nya untuk membentuk 

keluarga yang sakinah mawaddah warahmah akan tercapai.  

Berkaitan dengan masalah „pemukulan‟ seorang bapak atau ayah atau 

yang menjadi waliyus shabi karena seorang anak yang tidak mau 

melaksanakan sholat padahal ia telah berumur sepuluh tahun dan 

sebelumnya sejak berumur tujuh tahun telah di ajarai sholat oleh walinya, 

maka hal ini dapat dianalisa melalui hadits Nabi sebagai berikut : 

رَ به شعيب عه أبيً عه جذي رضي الله عىً لال لال رسُل الله صهى الله عهيً َعه عم

َسهم مرَا أَلادكم بانصلَة ٌَم أبىاء سبع سىيه َاضربٌُم عهيٍا ٌَم أبىاء عشر َفرلُا 

 بيىٍم في انمضاجع حذيث حسه رَاي أبُ داَد بإسىاد حسه 

Dari ‘Amr ibn syua’ib dari bapaknya dari kakekknya belie bersabda ; Bersabda 
Rasulullah saw. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika 
sudah berumur tujuh tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkan sholat ketika 
sudah berumur sepuluh tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur merek ( yg laki-laki dan 
perempuan ).HR. abu daud dengan sanad yang baik. 

Berdasar hadits di atas kewajiban mengajarkan sholat kepada anak-

anak kaum muslimin dibebankan kepada kedua orang tuanya dimulai sejak 

anak tersebut berumur tujuh tahun dan dipantau dalam pelaksanaan sholat 

tersebut sehingga apabila ia telah berumur sepuluh tahun, maka apabila si 

anak tersebut lalai untuk mengerjakan sholat maka orang tuanya, dalam hal 

ini bapaknya wajib memberikan pelajaran kepadanya dengan „memukul‟ 

yang tidak keras dan tidak menimbulkan bekas, yang dimaksudkan supaya ia 

lebih memperhatikan dalam melaksanakan sholat. Kewajiban memukul ini 

dimaksudkan sebagai sarana pendidikan dan tahdzir ( menakut-nakuti ) agar 

si anak itu apabila sampai masanya nanti aqil baligh tidak menjadi orang yang 

tarikussholah. Dimana derajat seorang yang meninggalkan sholat lebih hina 

dari anjing dalam pandangan syari‟ah. Jadi pada intinya perintah ini adalah 

untuk berhati-hati agar sesuatu yang tidak dikehendaki ( meninggalkan 

sholat ) terjadi apabila telah jatuh taklif ( perintah mengerjakan syari‟at ) 

kepada anak tersebut. 
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Sejarah Singkat Pengadilan Agama Rokan Hilir 

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman bagi  masyarakat  pencari  keadilan  yang  beragama  Islam  

mengenai  perkara tertentu  yang  diatur  dalam  Pasal 49 Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  7  

Tahun  1989 tentang Peradilan Agama yang keberadaannya semula diatur 

dalam Stb. 1882 Nomor 158, Stb. 1936 Nomor 116 dan 610,  Stb. 1937 Nomor 

638 dan 639  dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 dan 

selanjutnya Rakyat Indonesia menghendaki agar eksistensi Peradilan Agama 

diatur dalam Undang-Undang Dasar, sehingga pada era reformasi yang 

ditandai dengan terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Peradilan Agama telah 

dimasukkan dalam salah satu dari empat lembaga peradilan di Indonesia 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa “Kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan  yang 

berada di bawahnya dalam lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  

peradilan  agama,  lingkungan  peradilan militer, lingkungan peradilan tata 

usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, 

khususnya Bab IX tentang kekuasaan kehakiman Pasal 24 telah membawa 

perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. 

Selanjutnya oleh pemerintah bersama-sama dengan legislatif telah 

menerbitkan instrumen hukum dalam bentuk Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya oleh legislatif 

bersama dengan eksekutif juga telah menyatakan undang-undang tersebut 

tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 48  

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 

dinyatakan bahwa “Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung 

dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan 

Mahkamah Agung”. Selanjutnya oleh Presiden mengeluarkan Keputusan 

Presiden Nomor 21 Tahun 2004 yang pada pokoknya menjadikan lembaga 

peradilan di Indonesia satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik 

Indonesia. Sementara itu dalam pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2004 disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, 

dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 

masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai 

dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”.  Selanjutnya 

undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 



AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law,Vol.3 No. 1 Januari-Juni 2019 

102 
 

sehingga norma Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tersebut 

selanjutnya dimuat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.  

Sebagai peraturan organik dari dua instrumen hukum pada dua priode 

undang-undang kekuasaan kehakiman tersebut, khusus untuk Peradilan 

Agama lahirlah Undang-Undan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 

kemudian pada tahun 2009 diberlakukan pula Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama. 

Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai lembaga yudikatif yang 

menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara bagi masyarakat pencari 

keadilan di wilayah Kabupaten RokanHilir mempunyai tugas pokok 

melayani masyarakat di bidang hukum yang dalam pelaksanaannya harus 

efektif, efesien, transparan dan akuntabel. Hal ini merupakan amanat  Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 bahwa asas-asas umum 

penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib 

penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas 

proporsionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal 

tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan 

bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara 

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan yang berlaku. 

Pengadilan Agama Ujung Tanjung berdiri berdasarkan Keputusan 

Presiden Nomor 179 Tahun 2000 yang wilayah yurisdiksinya meliputi 

seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Sebelum berdirinya Pengadilan 

Agama Ujung Tanjung, wilayah ini termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan 

Agama Dumai. Sejak berdirinya Pengadilan Agama di Kabupaten Rokan 

Hilir tersebut diberi nama “Pengadilan Agama Ujung Tanjung”. Hal ini ada 

hubungannya dengan sejarah pembentukan Kabupaten Rokan Hilir yang 

merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, dimana 

menurut Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan 

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 

Kuantan Singingi dan Kota Batam. Berdasarkan pasal  16 ayat (3) Undang-

Undang tersebut dinyatakan bahwa :”Ibukota Kabupaten Rokan Hilir 

berkedudukan di Ujung Tanjung”. 

Yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung meliputi wilayah 

Kabupaten Rokan Hilir. Letak geografis Kabupaten Rokan Hilir berada di 

1°14‟ – 2°30‟ LU dan 100°16‟ – 101°21‟ BT, sebelah utara berbatas dengan 



AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law,Vol.3 No. 1 Januari-Juni 2019 

103 
 

Propinsi Sumatera Utara dan selat malaka, sebelah selatan berbatas dengan 

kabupaten Bengkalis dan Rokan Hulu, sebelah timur berbatas dengan kota 

Dumai dan sebelah barat berbatas dengan propinsi Sumatera Utara. Luas 

wilayah Kabupaten Rokan Hilir 8.881,59 KM2 dimana terdiri dari 14 

Kecamatan dan lebih dari 193 kepenghuluan / kelurahan. Jumlah penduduk 

Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2013 adalah 618,355 jiwa dengan laju 

pertumbuhan penduduk 9%. 

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi 

peran Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam menjalankan tugas dan 

fungsi pokoknya, di bidang administrasi, organisasi, perencanaan dan 

keuangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung merupakan lingkungan 

Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai 

pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Ujung 

Tanjung bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. 

Penyebab Perceraian di Rokan Hilir 

Pembahasan ini akan menguraikan hasil penelitian tentang 

penanganan perceraian akibat KDRT melalui penerapan UU No. 23 Tahun 

2004 di Kabupaten Rokan Hilir dengan informan yang telah dipilih sebagai 

subjek penelitian yang sebagai korban KDRT di Rokan Hilir. Adapun dalam 

bab ini penyebab perceraian di Rokan Hilir akan di uraikan dalam penelitian 

yang telah dilakukan di Rokan Hilir baik menyesuaikan dengan teori yang 

telah ada di bab sebelumnya atau penemuan lainnya. 

Ibu siti mengatakan “Penyebab terjadinya perceraian dikeluarga saya 

gara-gara kurangnya perhatian yang dikasih suami saya, dan juga suami saya 

orangnya terlalu cemburuan, sedikit ada masalah malah dibesar-besarkan 

bukannya dibicarakan baik-baik kalau dibicarakan baik-baik mungkian ada 

jalan keluarnya, bukannya harus marah-marah dan pakek emosi, disitulah 

terkadang saya enggak tahan sama suami saya”. 

Sebelum adanya perceraian, idealnya dalam pernikahan semua orang 

mengharapkan keharmonisan dalam berumah tangga antara suami istri, 

keharmonisan dalam berumah tangga juga di bangun dengan beberapa faktor 

diantaranya adalah : 

a. Kurangnya Perhatian Suami Terhadap Istri secara Lahir dan 

Bathin 

Menurut bapak Jufriddin S.Ag selaku Panmud Hukum Perceraian 

selalu terjadi kerena sudah tidak adanya keharmonisan dalam berumah 

tangga, dan penemuan baru setiap tahun yang selalu gugat cerai yang di 

dapat di Pengadilan Agama adalah perempuan. Hal ini membuktian secara 



AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law,Vol.3 No. 1 Januari-Juni 2019 

104 
 

emosional perempuan lebih berani mengambil keputusan dalam masalah 

pernikahanya. Akan tetapi penyebabnya tentu bukan hanya satu saja, akan 

tetapi saling berkesinambungan. Dalam hal ini perhatian yang paling penting 

dalam hubungan yaitu antara suami dan istri adalah sebuah perhatian satu 

sama lain. Perhatian memang tidak hanya dilakukan untuk yang 

membutuhkan tapi perhatian diciptakan bagi keduanya agar mendapat saling 

kepercayaan dan ketenangan dan tetap merasa saling memiliki. Namun 

berubah keadaan apabila perhatian yang negatif akan berubah menjadi 

masalah atau bumerang dalam rumah tangga. 

Ibu Sumiati mengatakan “terjadinya perceraian dikeluarga saya ini 

gara-gara kuraangnya perhatian dari suami saya, terkadang pun dia 

membuat perhatian yang salah seperti saya deket sama teman saya yang 

berubah menjadi curiga, saya dan teman saya cuma ngobrol biasa dia sudah 

curiga dan cemburu, kecemburuannya lah yang membuat kami semakin 

renggang, sudah saya jelaskankalau kami hanya sebatas teman dan cuma 

ngobrol biasa, tapi dia tetap gak percaya, karena kerenggangan dikeluarga 

saya lama-kelamaan membuat suami saya bosan dan ingin bercerai dari 

saya”. Sebagaimana kasus ibu sumiati ini, perhatian yang salah seperti 

posesif, yang berubah menjadi curiga, justru menjadi rumah tangga yang 

dijalani lama justru rentan dalam keharmonisan. Perhatian yang kurang 

wajar dan salah cara dalam mencintai istri justru awal mula gugat cerai dalam 

rumah tangga yang telah di jalanin selama 5 tahun pernikahan dengan 

suaminya. 

b. Pengenalan dan Pengetahuan  

Saling mengenal antara suami dan istri sangat perlu, demi 

melangsungkan kehidupan dalam berumah tangga sifat-sifat suami istri yang 

saling mengisi satu sama lain juga tidak semudah menyesuaikan diri dengan 

keluarga yang telah lama kenal. Karena perkenalan sebelum hingga setelah 

menikah banyak perubahan sikap dan sifat antara  suami istri. Begitu halnya 

pengetahuan antara suami istri yang memiliki latar belakang yang berbeda 

juga sebagai pemicunya baik secara budaya, pendidikan dan pengahasilan 

ekomomi.  Hal ini yang peneliti lihat terjadi kekagetan antara satu sama lain 

sebagaimana dengan hasil berikut ini: 

Pengenalan yang tidak di dasar atas agama Allah, semua akan semu. 

Pengenalan antara suami dan istri butuh waktu seumur hidup, karena 

berumah tangga adalah ibadah yang paling panjang sehingga seharusnya 

suami dan istri lebih melepas rasa ego yang ada. Pengetahuan juga 

menjadikan seseorang menjadi berubah, entah berubah semakin baik atau 

sebaliknya. Alasan korban ibu Syarifah untuk cerai gugat suaminya karena 
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marasa sudah tidak nyaman dengan suaminya yang semakin hari semakin 

menjadi-jadi kelakukan yang menyakiti korban. 

c. Penyesuain dan Sikap Menerima 

Penyesuaian dan sikap menerima antara pasangan suami istri sangat 

dibutuhkan akan tetapi sangat sedikit pasangan menciptakan sikap saling 

menerima antara kekurangannya dan kelebihan masing-masing. Sehingga 

saling menuntut tanpa menjalin komunikasi dengan baik. Semua orang 

berhak mencintai, namun banyak orang salah dalam pilihan dalam 

penyesuaian kepada pasanganya. Sebagaimana kasus yang terjadi kepada 

keluarga ibu dahniar ditemukan dalam hasil penelitian sebagai berikut: 

Hal yang terjadi dalam peneliti temukan di keluarga ibu dahniar 

adalah keberlanjutan masalah kecil yang tidak segera di selesaikan justru 

akan menambah masalah baru yang di pendam dalam hati, sehingga tidak 

ada lagi penyesuaian suami dan istri untuk saling menerima satu sama lain 

dan mengalah untuk masalah yang mestinya mereka mampu menyelesaikan 

dengan baik. Namun karena kejadian yang berulang-ulang membuat kgat 

korban melakukan gugat cerai. Kepercayaan yang telah di lukai akan sulit 

untuk percaya 100 persen lagi.  

Dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara kepada tokoh 

masyarakat yaitu bapak Zulkifli yang masih di daerah rumah korban, bapak 

Zulkifli menjelaskan sebagaimana dia mengatakan sebagai berikut: 

“Bahwa kurang menegetahui masalah yang sering di alami korban 

hanya saja, ketika masyarakatnya meminta bantuan tentu akan di tolong, 

sebagaimana kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi korban adalah 

istri yang merasa dirugikan. Sehingga saya selaku toko masyarakat 

menghimbau kepada suami dan istri untuk lebih banyak berdialog setiap ada 

masalah, jangan terbawa emosi masing-masing sehingga mengambil 

keputusan yang salah”. 

Beliau juga menambahkan solusi untuk menanggulangi kekerasan 

dalam rumah tangga ini, tidak bisa pasti, karena setiap individu mempunyai 

hak dalam pilihan hidup yang akan dijalanin kedepanya. Jadi Pemerintah 

dan masyarakat harus bekerja sama demi mencegah kekerasan pada 

perempuan khususnya agar tidak terjadi lagi dengan banyak melakukan 

pelatihan pernikahan yang pernikahan nya 5-10 tahun berumah tangga agar 

tidak terjadi keretakan dalam rumah tangga.  

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa benar secara kejadiaan 

pernikahan yang sering terjadi perceraiaan dalam kasus ini adalah 

pernikahan yang berusia 5-10 tahun. Pernikahan yang sangat rawan dalam 

menumbuhkan kehangatan dan keharmonisan dalam berumah tanggga, 

sehingga para korban melakukan gugat cerai akibat tindakan KDRT.   
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Penyebab KDRT di Rokan Hilir 

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap 

istri dalam  rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam yaitu sebagai 

berikut: 

a. Kekerasan Fisik 

Ibu husna mengatakan “pas suami saya pulang kerja dia melihat 

rumah berantakan disitulah dia marah-marah, ya saya tau dia pulang kerja 

capek, ya namanya saya kerja sendiri kan gak bisa semua dikerjakan, 

mungkin karena dia sudah capek kerja dia pun terbawa emosi dan melaukan 

sesuatu yang dia gak sadar, dia menampar saya sekali, dia pun melakukan itu 

didepan anak saya, mudah-mudahan kalau anak saya besar nanti tidak 

meniru apa yang dilakukan bapaknya sama anak saya”. 

Sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan kepada ibu Husna, 

peneliti menemukan, kekerasan fisik yang kadang dilakukan oleh suami 

korban, hal-hal sensitif yang sering terjadi seperti saat pelaku pulang kerja 

dan merasa lelah selepas pulang, melihat keadaan rumah yang berantakan, 

juga salah satu sebagai pemicunya, karena tidak mampu menyampaikan 

dengan suara yang lembut, dan sudah terlanjur marah hingga terjadi 

perselisihan dalam pertengkaran mereka, bahkan didepan anak-anaknya 

mereka sudah bisa memperlihatkan ketidakharmonisan mereka. Dengan 

demikian hal-hal kecil yang lama-kelamaan tidak ditangani dengan baik 

justru berakibat fatal dalam rumah tangga ibu Husna yang peneliti temukan.  

b. Kekerasan  Psikologis / Emosional 

 Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang 

mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya 

kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan 

psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan 

secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan 

atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam 

atau, menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak. 

Kekerasan psikologis yang terjadi pada korban kebanyakan sangat 

sulit disembukan dibanding dengan kekerasan lainya, karena akan 

mengakibatkan traumatis yang begitu dalam bagi korban apabila korban 

sendiri tidak mudah memaafkan kesalahan dari suaminya yang telah 

dilakukan kepadanya. Yang terjadi pada ibu Husna adalah kekerasan yang 

berawal dari kekerasan psikis yang berakibat kepada tindakan fisik yang 

tidak berkesudahan yang menjadikan korban merasa teraniaya.  

Trauma yang ada pada pasangan bapak Wardoyo dan ibu Wartini 

adalah sebuah tindakan yang salah, yaitu saat suami mengaku telah 

selingkuh dan korban memaafkannya, namun waktu selanjutnya korban 
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yang selingkuh. Hal ini membuktikan bahwa rasa trauma itu dapat terjadi 

salah apabila maknanya merasakan apa sakit hati korban yang telah suami 

lakukan, juga dirasakan suami atas tindakan korban yang berbalas dendam. 

kecerugiaan, kecemburuan, ketidakjujuran pasangan dan bungkamnya 

pasangan karena tidak ingin menyelesaikan dengan baik dan benar. Sehingga 

yang diambil dalam penyesaian pada setiap kasus adalah sebuah perceraian 

baik gugatan dari istri maupun talak dari suami di KUA maupun langsung di 

Pengadilan Agama. 

c. Kekerasan  Seksual dan Kekerasan Ekonomi 

Kekerasan seksual jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari 

kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa 

selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. 

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah 

tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau 

pemeliharaan kepada orang tersebut. Kekerasan Ekonomi Berat, yakni 

tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi 

berupa: 

a) Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran. 

b) Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya. 

c) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, 

merampas dan atau memanipulasi harta benda korban. 

Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja 

yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau 

tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. 

"KDRT banyak berdampak terhadap anak-anak, yang paling dirasakan 

itu, hak asuh anak.  Dia mengatakan, dari beberapa kasus yang ditangani 

P2TP2A memang banyak persoalan KDRT yang membuat istri dan anak-anak 

menjadi korban. Atas kasus itu, pihaknya tetap melakukan upaya mediasi 

agar KDRT tidak terulang kembali dan tidak berakhir ke penceraian. Masalah 

hak asuh anak selalu menjadi persoalan yang sering kita temukan, dan kita 

selalu mencoba melakukan mediasi," singkatnya ibu diana saat di 

wawancarai.” 

Menurut Toriq selaku kasubag UPT P2TP2A, untuk kasus tersebut, 

UPT P2TP2A memfasilitasi para pihak yang terlibat untuk berdamai dengan 

upaya yang dilakukan adalah dengan cara mediasi. Mediasi, katanya 

menyebutkan, adalah dengan cara mempertemukan kedua belah pihak yang 

sedang bermasalah untuk membantu mencarikan jalan keluar terhadap 

permasalahan yang muncul diantara keduanya. Setelah mediasi dilakukan 

maka hasilnya kami serahkan kepada keduanya. Jika menemukan solusi 
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maka mereka bisa berdamai, jika tidak maka mereka bisa menempuh langkah 

selanjutnya yaitu ke pengadilan," sambung beliau. 

Dari hal diatas diharapkan untuk wanita jangan takut untuk 

melaporkan apabila mengalami tindak kekerasan, karena pihak UPT P2TP2A 

akan memberikan perlindungan dan pendampingan sehingga memberikan 

solusi terhadap permasalahannya. Keberanian perempuan yang teraniaya 

dibutuhkan untuk mau melapor, sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi 

tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa mendatang. 

Kasus KDRT melibatkan suami dan istri, namun demikian kekerasan 

terhadap anak juga merupakan bentuk KDRT. Biasanya anak selalu menjadi 

korban terhadap KDRT. Apabila orang tua bertengkar akan memberikan 

dampak buruk terhadap psikologi anak, serta sangat berpengaruh terhadap 

tumbuh kembang anak. Jangan jadikan keegoisan dapat merusak masa depan 

anak. 

Penanganan Perceraian dalam UU 23 Tahun 2004 di 

Pengadilan Agama Rokan Hilir 

Selama Tahun 2017 telah mencapai 608  perkara gugatan di Kantor 

Pengadilan Agama Negri Rokan Hilir yang berlamat di Jalan Lintas Riau-

Sumut tepatnya di KM 147, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, 

Kabupaten Rohil. Ketua Pengadilan Agama Rokan Hilir Termizi, S.H. M.H, 

melalui juru bicara Pengadilan Agama Negri Rokan Hilir Mardhiyyatul 

Husna Hasibuan saat dikonfirmasi beliau menyatakan sebagai berikut:  

"Perkara gugatan yang masuk selama Tahun 2017 yaitu sebanyak 608 

gugatan, kalau dibandingkan pada Tahun lalu 2016, perkara gugatan di 

Tahun 2018 ini semakin meningkat, yaitu perkara gugatan tersebut sebanyak 

583 perkara, ditambah sisa gugatan pada Tahun 2017 sebanyak  71 perkara 

gugatan. Jadi total gugatan pada Tahun 2018 sebanyak 608  perkara, mulai 

dari perkara cerai talak, perkara cerai gugat, perkara harta gono gini dan 

perkara kewarisan, Mardhiyyatul Husna menjelaskan, rata-rata penyebab 

terjadinya gugatan cerai di Pengadilan Agama ini yaitu, permasalahan 

ekonomi, permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan 

permasalahan ketidak cocokan sesama pasangan suami”.  

  Pengadilan   Agama   Ujung   Tanjung   memiliki   2   kompetensi   

yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut, Kompetensi absolut 

(absolute competentie) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis 

perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di 

lingkungan Peradilan Agama   adalah   memeriksa,   memutus,   dan   

menyelesaikan   perkara   perdata tertentu di kalangan golongan rakyat 

tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut 

Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 
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2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah Perkawinan, Waris, Wasiat, 

Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq,   Shadaqah dan Ekonomi syari‟ah.  

Perkara gugat cerai dapat diselesaikan dalam perkara cerai talak yang 

mana ikrar talak harus dilakukan di gedung Pengadilan Agama sesuai yang 

ada pada KHI Bab XVI Pasal 117 yang berbunyi “talak adalah ikrar suami di 

hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya 

perkawinan. 

Perkara kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal baru yang terjadi 

di Rokan Hilir, bahkan di Rokan Hilir sebagai data kedua tertinggi yang 

terjadi KDRT setelah kota Pekanbaru, bahwa hal ini menjadi masalah yang 

sangat serius karena makin meningkatnya setiap tahun dalam berbagai kasus. 

Kasus-kasus tersebut juga disebabkan oleh faktor internal dan ekternal. 

Sehingga hal tersebut menjadi salah satu bukti seseorang melakukan 

KDRT atau Korban dari KDRT, dan berakhir dalam perceraian. KDRT bukan 

sembarang kekerasan. Masalah keluarga yang selayaknya disimpan masing-

masing rumah memang sulit untuk dibawa keluar bahkan ke Pengadilan 

sebagai jalan akhir bagi yang mengalaminya. Korban memilih mendekam di 

dalam rumah atau tidak menceritakan dengan siapa-siapa karena merasa 

sebagai aib, rasa malu dan takut untuk mengakui bahwa mereka menjadi 

korban KDRT.  

KDRT seharusnya merupakan bagian dari peradilan umum, namun 

dalam hal terjadi perceraian pada akhirnya hal tersebut menjadi wewenang 

pengadilan agama. Sementara pada kenyataanya, masalah KDRT bisa di 

bilang hal baru bagi para hakim peradilan agama. Para hakim perlu berbekal 

pengetahuan mengenai KDRT untuk dapat menyelesaikan perkara agar 

seimbang dengan rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. 

Penguasaan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 

rumah tangga  perlu di sampaikan dalam perspektif hukum Islam 

sebagaimana juga hukum nasional. 

Penanganan yang dilakukan oleh hakim peradilan agama rokan hilir 

dalam kasus KDRT ialah menggali secara historis dan sosiologi penyebab 

yang dilakukan pelaku terhadap korban, serta ketimpangan gender juga 

sangat dominan yang menjadi pemicu hal ini. Sehingga hakim juga tidak 

hanya memutuskan begitu saja kasus KDRT ini, akan tetapi hakim juga 

belajar dan berupaya seoptimal mungkin untuk membuktikan fakta-fakta 

yang tarjadi. Sehingga fakta-fakta yang terbukti benar adanya akan di tangani 

oleh polisi untuk proses pidananya.  

Sehingga hakim pengadilan agama di Rokan Hilir juga menguasai 

hukum pidana dan hukum acara, sehingga memberikan saran atau 
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dikembalikan kepada pihak korban, untuk dilanjutkan ke proses hukum atau 

dalam pilihan berdamai kepada pihak pelaku  KDRT dengan korban KDRT.  

 Sebagaimana wawancara yang dilakukan kepada bapak H. Sulaiman, 

S.ag, MH selaku hakim di Pengadilan Agama Rokan Hilir beliau menyatakan 

sebagai berikut: 

“Walaupun demikian, tetapi pada pasangan ini penyelesaian yang 

akan diambil demi kepentingan dan jalan yang terbaik. Walaupun tidak 

selamanya menjadi win-win solusion. Akan tetapi pada pasangan suami istri 

tentu tindak penyelesaiannya telah pada tahap yang terbaik dari kedua bela 

pihak. Walaupun tidak semua akan setuju atas keputusan yang telah diambil 

antara keduanya”.  

Adapun Faktor Pendukung dan Penghambat di dalam Pengadilan 

Agama Ujung Tanjung, dapat dijelaskan dengan keterangan bahwa 

Pengadilan Agama Ujung  Tanjung  dalam  memberikan  pelayanan  hukum  

yang  maksimal serta mendekatkan Pengadilan Agama dengan masyarakat 

serta merupakan salah satu poin pada misi Pengadilan Agama Ujung 

Tanjung. Dalam pelaksanaannya yang baru tentu saja ada berbagai faktor 

yang mendukung dan menghambat dalam penanganan KDRT menurut UU 

yang telah ditetapkan yang menjadi penelitian saat ini. 

Adapun faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan sidang 

perceraian di Pengadilan Agama Ujung Tanjung adalah dana yang 

bertambah. Dana dapat dikatakan sebagai faktor yang mendukung, sehingga 

pelaksanaan di Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat berjalan lancar. 

Karena dulunya dana yang kurang merupakan hambatan terbesar dalam 

pelaksanaan bagi korban KDRT yang dalam kasusnya juga bisa dipidana. 

Kemudian perkembangan Teknologi yang mempermudah proses 

pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung sejak 

masuknya perkara hingga putus. Diantaranya korban melapor dulu di KUA 

setelah penyuluh menerima berkas perkara dari pencari keadilan dan telah 

membayar panjar biaya perkara di Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung 

untuk memasukkan perkara tersebut ke buku register. Dan kerja sama yang 

terjalin dengan baik antara pihak Kantor Urusan Agama di tingkat 

Kecamatan sehingga proses sidang dapat berjalan dengan lancar. 

Sedangkan  Menurut  narasumber  yang peneliti  wawancarai,  Ibu  

Diana Ervina Nasution, S.Ag, S.H, beberapa faktor yang menjadi penghambat 

jalannya sidang  perceraian berdasarkan UU No 23 Tahun 2004  di  

Pengadilan  Agama  Ujung  Tanjung  sebagai  berikut:   

“Yang pertama  itu  ketidak  disiplinan  korban dalam  menghadiri 

persidangan. Terkadang kita sudah tentukan jamnya malah korban 

mengulur-ulur waktu ataupun sebaliknya yang terjadi pertukaran jam yang 
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dilakukan petugas Pengadilan Agama. Kedua, tidak adanya pengetahuan 

korban tentang apa-apa saja yang harus dipersiapkan dalam persidangan 

antara lain saksi, terkadang mereka sudah diberitahukan pada saat 

pembuatan gugatan bahwa harus membawa saksi tapi mereka tidak patuhi 

itu atau meraka abaikan itulah yang mejadi kendala pada penerapan asas 

cepat, karena seharusnya sudah bisa disidang tetapi harus ditunda lagi 

sampai pemohon menghadirkan saksi. Ketiga, akses jalan dari pelosok ke 

tempat sidang yang jauh dari rumah. Disana kan masih jarang transprotasi 

umum, terkadang para korban yang dari pelosok desa ini hanya menunggu 

ada mobil lewat kemudian menumpang ikut untuk berangkat ke tempat 

sidang, ataupun dengan ojek.  Hal ini termasuk menghambat jalannya 

persidangan karena biasa kita panggil sidang jam 09.00, tetapi datang jam 

11.00 karena itu tadi kurangnya sarana transportasi ditambah lagi  jarak  

tempuh  yang  jauh  dari  kediaman korban  yang  berperkara  ke tempat 

sidang yang biasanya dilaksakan di Pengadilan Agama”.  

Pengetahuan  korban yang  masih  kurang  mengenai  apa  saja  yang 

harus dihadirkan pada saat persidangan, baik itu bukti-bukti dan sebagainya. 

Kemudian kurang disiplinnya waktu korban, sehingga perkara mereka yang 

seharusnya  dapat  diselesaikan  dengan  cepat,  menjadi  tertunda.  Dan  

yang terakhir sarana transportasi yang masih kurang memadai di pelosok-

pelosok desa, sehingga masyarakat yang seharusnya bisa cepat datang 

terkendala lagi dengan transportasi. 

Dengan  banyaknya  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam 

pelaksanaan  sidang   ini  para  penegak  hukum  cukup  hebat  dalam 

mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan, Majelis Hakim 

dengan sabar menunggu kedatangan para pihak bahkan membimbing korban 

dalam memahami hukum dengan begitu korban sedikit demi sedikit 

mengetahui tata cara dan proses baik dalam persiapan sidang maupun dalam 

pelaksanaan sidang. 

Implementasi Penanganan Perceraian Di Masyarakat 

Kabupaten Rokan Hilir 

Dalam sidang gugat cerai yang dilaksanakan Pengadilan Agama Ujung 

Tanjung, hal ini sangat berimbas pada kehidupan keseharian pencari keadilan 

dan keselamatan bagi para perempuan, keadilan yang telah menikah dan 

tidak lagi akur memilih langsung berpisah tanpa proses pengadilan karena 

kabar yang mereka dengar biaya untuk berperkara dipengadilan Agama 

Ujung Tanjung itu sangat mahal. Sehingga nantinya apabila salah satu dari 

pasangan ini ingin memulai hidup baru dan menikah lagi, dia akan 

terkendala pada perceraian mereka yang belum sah dimata hukum yang 

mana ini dibuktikan dengan akta perceraian. Dengan adanya penelitian ini, 
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Pengadilan Agama UjungTanjung menjadi jalan bagi para perempuan yang 

teraniaya dan kehilangan haknya sebagai istri.  

Adapun implementasi lain bagi masyarakat ialah sebaiknya lebih 

mengingat lagi hakikat tujuan menikah agar dapat berpikir ulang untuk 

gugat cerai, karena status gugat cerai juga secara peraturan juga memiliki 

waktu yang panjang saat menunggu hasil keputusan pengadilan Agama ada 

baiknya saling mengevaluasi diri sebagai istri dan suami agar bisa 

diperbaikin hubungan yang sempat panas atas keduanya.  Memperbanyak 

ilmu pengetahuan tentang agama dan syariat pernikahan agar menjadi 

pelajarran atas perceraian orang lain. 

yang tinggi sehingga menyebabkan pertengkaran terjadi dan 

mengundang kekerasan dalam rumah tangga, seperti menampar dan lain 

sebagainya. 

Hubungan yang terjadi pada setiap pasangan suami istri akan 

mengalami pasang surut bagaikan air laut, namun bagaimana setiap 

pasangan menyikapi setiap masalah yang dihadapi menentukan karakter diri 

setiap pasangan. Sehingga semakin tinggi kerugian pada pasangan justru 

akan makin rendah tingkat kepercayaan pasangan suami istri, namun 

samakin tinggi keterbukaan setiap pasangan suami istri akan semakin rendah 

tingkat kecurigaan pada setiap pasangannya. Jika kita tidak mampu saling 

memahami setiap pasangan justru hal tersebut akan terjadi kegagalan 

kominikasi pada setiap pasangan. 

Penutup 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penanganan Cerai Gugat Bagi 

Masyarkat Muslim Di Kabupaten Rokan Hilir (Studi Penerapam Undang-

Undang NO 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga) dengan pengumpulan data baik dalam observasi langsung, 

wawancara dan penelitian dokumen kemudian dilakukan analisis dapat di 

tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut 

Penyebab perceraian di Kabupaten Rokan Hilir meningkat sebabkan 

karena terjadinya miss hubungan, sebagaimana dengan teori yang digunakan 

adalah kurangnya perhatian kepada pasangan, perbedaan terhadap 

pengetahuan tingkat pendidikan, dan kurangnya saling mengenal suami 

terhadap istri baik kekuangan dan kelebihannya masing-masing sehingga 

selalu menuntut dan tidak adanya evaluasi diri satu sama lain. 

Penyebab KDRT di Kabupaten Rokan Hilir yaitu tidak adanya saling 

mengalah dan tidak adanya saling mengerti antara suami dan istri yang 

paling utama tidak bisa menahan emosional diri. seperti kasus yang diteliti 

dimaki dan dipukul, adapun kasus lain di ludahi suami karena memiliki sifat 

yang sama-sama keras dan tidak adanya mengalah satu sama lain. Kekerasan 
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psikologis dan emosi diantaranya adalah traumatis yang dialami korban 

karena tindakan kekerasan lainnya. Kekerasan ekonomi di Rokan Hilir 

penyebab utama dalam gugat cerai yang di terjadi di Rokan Hilir. 

Penanganan perceraian dengan alasan KDRT menggunakan UU NO. 

23 Tahun 2004 di Pengadilan Agama Kabupaten Rokan Hilir ialah melakukan 

tawaran mediasi kepada kedua bela pihak pasangam dan secara optimal 

perkara agar selesai baik secara pengadilan agama  maupun secara hukum 

pidana dan acara. 

Implementasi penanganan perceraian di masyarakat Kabupaten Rokan 

Hilir mengajarkan kepada masyarakat bahwa hakikat pernikahan kembalikan 

kepada tujuan senyempurnakan sebagian agama di jalan Allah dan mencari 

keberkahanya, serta belajar prosedur yang ada di Pengadilan Agama. 
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